[@10se)

Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi in1i mengizinkan setiap orang untuk menggubah,
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat
yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work
non-commercially, as long as you credit the origin creator
and license it on your new creations under the identical
terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP



DAFTAR PUSTAKA

Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. (2018). Pengaruh Kepatuhan,
Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Badan. Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, 165-182.

Arisandi, Y. (2015). Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT
Masa PPh Badan,Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. JOM Fekon, 1-15.

Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan
Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama
Cilandak Jakarta Selatan). Jurnal InFestasi, 275-284.

Fadhillah, M. R., & Andi. (2016). Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi
Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.
Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 27-50.

Ghozali, 1. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.
Semarang: Badan Penerbit-Universitas Diponegoro.

Hariyanto, Y., Suhadak, & H, S. R. (2014). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah
Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap
Jumlah Penerimaan Pajak penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013). Jurnal Administrasi
Bisnis , 1-8.

llyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra \WWacana
Media.

Kastolani, O. J., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
Diponegoro Journal of Accounting, 1-10.

Mahendra, P. P., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan
Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana, 633-643.

Migang, S., & Dirmayani, R. D. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak,
Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

109

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan pada KPP Pratama Balikpapan.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 32-40.

Prihastanti, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Terhadap Penerimaan Pajak dimoderasi oleh Pemeriksa Pajak. Accounting
Analysis Journal, 1-9.

Putra, R. D., & Hapsari, D. W. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Badan Pasal 25 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012). e-Proceeding of Management,
3123-3130.

Putri, O. M., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan
Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013. e-
Proceeding of Management, 1621-1631.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa
Sains.

Rahmawati, F. N., Santoso, S., & Hamidi, N. (2014). Pengaruh Pemeriksaan dan
Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di
Surakarta. Jupe UNS, 72-82.

Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, Y. W. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan
Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak
Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota
Pekanbaru. Jom FEKOM , 1-13.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business. United
Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Setiawati, A. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak,
Penagihan Pajak, dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Peningkatan
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. JOM Fekon, 8780-8794.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

110

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



Susanti, E., Zirman, & Diyanto, V. (2014). Pengaruh Wajib Pajak Badan,
Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Jom FEKON, 1-17.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak
yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan
Data dan Pemindahan Wajib Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata cara
Ekstensifikasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.07/1990 tentang
Pedoman Pemeriksaan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

111

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



Sumber Website

Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak
2013 (audited). Retrieved Maret 9, 2018, from Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak:
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2013

Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak
2014 (audited). Retrieved Maret 9, 2018, from Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak:
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2014

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak
2015 (audited). Retrieved Maret 9, 2018, from Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak:
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2015

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak
2016 (audited). Retrieved Maret 9, 2018, from Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak:
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2016

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak
2017 (audited). Retrieved Maret 9, 2018, from Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak:
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2017

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017.
Retrieved Mei 11, 2018, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak: https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2018

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Tahunan 2017 Transparansi
Membangun Negeri: Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan. Retrieved Mei 11, 2018, from Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak: https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-
2017

Julianto, P. A. (2017, Juli 19). Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat
Indonesia Masih Rendah. Retrieved Mei 20, 2018, from Kompas.com:
https://money.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--
kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah

112

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019


https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2013
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2014
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2015
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2016
https://pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2017
https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2018
https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2017
https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2017

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Informasi APBN 2018.
Retrieved Februari 2018 from Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf

Saeroji, O. (2017). Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved from
Pajak.go.id: https://pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-
pajak

Suryowati, E. (2014, Januari 2014). Kejaksaan Diminta Tegas Eksekusi Asian Agri.
Retrieved Mei 20, 2018 from Kompas.com:
https://money.kompas.com/read/2014/01/24/1743570/Kejaksaan.Diminta.
Tegas.Eksekusi.Asian.Agri

Yuniartha, L., & Kartika, H. (2019, Mei 6). Jumlah WP badan yang lapor SPT
mencapai 768.000, setara 52,24%. Retrieved Mei 21, 2019, from
Kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-wp-badan-yang-
lapor-spt-mencapai-768000-setara-5224

113

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019


https://money.kompas.com/read/2014/01/24/1743570/Kejaksaan.Diminta.Tegas.Eksekusi.Asian.Agri
https://money.kompas.com/read/2014/01/24/1743570/Kejaksaan.Diminta.Tegas.Eksekusi.Asian.Agri



